
3 Undang-Undang ..... /-2- 

2. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi 
Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2001 Nomor 135) sebagai.mana tclah 
diubah dengan undang-undang Nomor 2 Tahun 2021 
tentang Perubahan Atas Penetapan Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang 
perubahan Atas Uudang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 
tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua menjadi 
Undang-Undang (Lembaran cgara Republik Indonesia 
Tahun 2008 Norr or 112, Tamhahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4884); 

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, 
Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Repuhlik Indonesia 
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
3533); 

Mengingat 

b. bahwa untuk menyusun Perubahan APBD Tahun 2023, 
diperlukan Perub+han Analisis standar belanja dan/atau 
standar teknis dan standar harga satuan sebagai pedoman 
penyusunan bag; Organisasi Porangkat Dacrah: 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
huruf a, perlu ditctapkan Pcraturan Bupati. 

a. bahwa untuk melaksanakan ketcntuan PasaJ 51 ayat (5) 
Peraturan Pemerintah omor 12 tahun 2019 tent.ang 
Pengelolaan Keuangan Daerah menjelaskan bahwa 
Pemerintah menetapkan Pcra.turan Bupati tentang Analisis 
standar belanja dan/ a tau standa teknis dan standar harga 
satuan; 

Menimbang 
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11. Peraturan Pemerintah /-3- 

10. Peraturan Pem rlntah rorno 2 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Kena gan Dacrah (Lcmbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42); 

3. Undang-undang Nomor 17 Tnhun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambaban Lembaran Negara. Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2003 tentang 
Pembentukan Kabupaten Supiori . di Provinsi Papua 
(Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 245, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4345); 

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 13 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 143, 
Tambahan Lemba ... an Negara Republik Indonesia Nomor 
6801); 

6. Undang-Undang Nomor 23 '1'ahun 2014 tenta.ng 
Pemerintahan Daerah [Lembaran egara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang 
Cipta Kerja (Lemh n .. egara Republik Indonesia Tahun 
2020 omor 24, I =mbahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6!57:.:i}: 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pcmerintah, Pemerintah Provinsi, 
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata 
Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan 
Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia No or 4817); 

9. Peraturan Pemerintal omor l 2 Tahun 2017 Pembinaan dan 
Pengawasan .ye • "'ggaraan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Neg " Repuolik Indonesia Tahun 2017 Nomor 
73, Tambahan Le: lb --an Nega a Republik Indonesia Nomor 
6041); 
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21. Peraturan Daerah ..... /-4- 

11. Peraturan Pemeri.itah Nomor 28 Tahun 2020 tentang 
Perubahan atas Peraturan Pemcrintah Nomor 27 Tahun 2014 
Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6523); 

12. Peraturan Presiden Rcpublik Indonesia Nomor 12 Tahun 
2021 tentang Perubahan Atas Pengadaan Barang dan Jasa 
Pemerint.ah [Lembnran Negara Republik Indonesia Tahun 
2021 Nomor 63); 

13. Peraturan Presidcn Nomor 53 Tahun 2023 tentang 
Perubahan Atas Pcraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 
tentang Standar Harga Satuan Regional. (Lembaran Negara 
Tahun 2023 Nomor 112); 

14. Peraturan Mentcri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Betita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan 
Produk Hukum Daerah (Betita egara Republik Indonesia 
Tahun 2018 Nomor 157); 

15. Peraturan Menter: alam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 
tentang Pengelo io an Kemampuan Keuangan Daerah 
Serta Pelaksan .ill Dan Pe -mggungjawaban Dana 
Operasional [Berito Negara Repu 1ik Indonesia Tahun 2017 
Nomor 1067); 

16. Peraturan Menteri Dalam Nege i romor 19 Tahun 2016 
tentang Pedoman Teknis Pengclolaan Barang Milik Daerah; 
(Betita Negara RcpubJik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547); 

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Betita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 

18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2021 
tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023 
(Betita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 658); 

19. Peraturan Menteri Dalam Ncgeri Nomor 27 Tahun 2021 
tentang Pedoman -enyusunan APBD Tahun Anggaran 2023; 
(Betita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926); 

20. Peraturan Daerah Kabupaten Supiori Nomor 4 Tahun 2016 
tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Supiori 
(Lembaran Daerah Kabupaten Supiori Tahun 2016 Nomor 4); 
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10 Standar Harga Satuan ..... /-5- 

DaJam Peraturan Bupati ini, yang ctimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kabupaten Supiori. 
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelcnggaraan urusan pemerintahan oleh 

pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan 
tugas pembantuan dengan prinsip oto ... romi seluas-luasnya dalam sistem dan 
prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

3. Bupati adalah Bupati Supiori. 
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Supiori. 
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Supiori. 
6. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Perangkat 

Daerah yang ditunjuk sebagai Pengguna/Kuasa Pengguna dalam mengelola dan 
menatausahakan keuangan/barang mi1ik daerah sesuai dengan tugas pokok dan 
fungsinya. 

7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah setia.p Warga Negara 
Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentuka.n, diangkat oleh Pejabat 
berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan dalam negeri, atau diserahi 
tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang 
berlaku. 

8. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adaJah profesi bagi PNS dan 
Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi 
pemerintah. 

9. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kcrja yang selanjutnya disingkat PPPK 
adalah warga negara indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat 
berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka 
melaksanakan tugas pemerintahan. 

BABI 
KETENTU UMUM 

Pasal 1 

PERATURAN BUPATI SUPIORI TENTANG PERUB./\HAN J\.TAS 
PERATURAN BUPA'l1 NOMOR 27 TAHUN 2022 TENT NG 
STANDAR SATIJAN HARGJ\. PEMERINTJ\H KABUPJ\TEN SUPIORI 
TAHUN ANGGARAN ?02:3 

Menetapkan 

MEMUTIJ3KAN: 

21. Peraturan Daerah Kabupaten Supiori Nomor 1 Tahun 2023 
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2023 (Lernbaran Daerah Kabupaten Supiori Tahun 
2023 Nomor 01) 

22. Peraturan Bupati Supiori Nomor 3 Tahun 2023 tentang 
Penjabatan Angg an Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Angga.ran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Supiori Tahun 
2023 Nomor 03) 
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BE 't&DAERAH KABUPATEN SUPIORT TAHUN 2023 NOMOR 18 

YANIMBAB 

Ditetapkan di Sorendiweri 
pada tanggal 4 September 2023 

Agar setiap orang mengctahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini 
dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Supiori. 

Pasal 5 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 

BAR Ill 
KETENTUANPENUTUP 

Pasal 4 
Standar Satuan Harga Pemerintah Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud dalam 
pasal (2) ayat (1) merupakan batas tertinggi dalam rangka e ksanaan anggaran. 

Pasu... 3 
Standar Satuan Harga Pemerintah Tahun A...tegaran 202~ mcrupakan standar tertinggi 
sudah termasuk pa ak, inflasi, profit, dan dapnt dinegosiasi untuk memperoleh standar 
yang lebih menguntungkan bagi Pemerint.ah. 

(1) Perubahan Standar Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Supiori Tahun Anggaran 
2023 merupakan pedoman dalam perencanaan dan pelaksanaan Perubahan APBD 
Tahun Anggaran 2023. 

(2) Perubahan Standar Satuan Harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum 
dalam 1ampiran yang merupakan bagian ti.dak terpisahkan dari Peraturan Bupati 
ini. 

BJ\.B II 
MAKSUD DAN TUJUAN 

Pasal 2 

10. Standar Harga Satuan yang selanjutnya disingkat dengrm SHS adalah penilaian 
kewajaran atas be ban kcrja dan biaya y~r1g digunaknu uatuk melaksanakan suatu 
kegiatan. 

11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah 
rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda. 
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